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NOMOR : 1-144/KMA/SK/1/2011
TENTANG
EDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN

Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian
dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi,
sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/NVIII/12007 tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan;

Bahwa setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan
lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan
informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk pengadilan;

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang
efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang
sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf ¢
di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomeor:
144/KMAJSKNVIII/2007 .

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi
Publik;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20089 tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor:
O1/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Pedoman Pelayanan
Informasi) merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi
pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan
peradilan,

Pedoman Pelayanan Informasi adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Keputusan ini;
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Format formulir dan register yang digunakan dalam pelayanan informasi
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l sampai dengan
Lampiran XII Keputusan ini;

Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan
Pengadilan berdasarkan Pedoman ini tidak dapat dipergunakan sebagai
alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum;

Petugas Informasi, PPID atau Atasan PPID yang melanggar serta
menghalangi pelaksanaan Pedoman ini dapat dikenakan hukuman disiplin
dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang
Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi serta sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Rl Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku lagi; peraturan (ain
mengenai pelayanan informasi, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabita di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

-

Dr. HARIFIN A, TUMPA S.H., M.H.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
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Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;

Panitera Mahkamah Agung RI;

Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Para Pejabat Eselon | dan Eselon Il di lingkungan Mahkamah Agung RI;
Para Panitera Muda Mahkamah Agung R,

Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan

Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.



